
PERJAⅡ J∶Am KERJnsAⅢA

矿  ”                         AHT^R^

D∶ⅡAs PEⅢ BERDAYAAⅡ PEREⅢ Pu且Ⅱ,PERLIⅡ DuⅡcn“ AⅡAκ,κEPεⅡDlJ0uKAH PE田 CATATAⅡ sIPlL
D^Ⅱ PEⅡGEⅡDALl^Ⅱ PEⅡ 0uDuκ κELu^RGA BEREmCAⅡA

DEⅡGAⅡ

DfⅡAs XEHuT^Ⅱ AⅡ
PROVIms∶ κEPuL^刂 AⅡ BAⅡGKA BEL∶ TuⅡG

ⅡoⅢo艮 亻泅/9“/,P铂∝陆
ⅡoⅢoR:tzz`叫目t/91suV丁

TEⅡTAⅡG

PEmAⅡ FAATAⅡ ⅡoⅢoRlⅡ Duκ κEPE"DuDuⅡ点Ⅱ DAⅡ DATA κEPEⅡDuDuKA"
DALAⅢ LAVAⅡ nm L∶ⅡGxuP丁uGns D1mAs κEHuTAⅡ AⅡ
PROVlms∶ K叵PuLAuAⅡ B^ⅡGκA BEL盯 UⅡG

Pada haHin∶ Ka,nb tanggal LiFna bu:an marettahun dua r:bIJ dua ρt|Iuh(05ˉ o3-2020)yanε  be吨anda
tangan di bawah∶ ni:

生. Nama
AIamat

Jabatan

2. Nama
A∶amat

Jabatan

Dra.susant∶ ,Ⅲ.AP
κompIek Perkantoran dan Pemuk∶ man TeFpadu POmeⅡ ntah Prov∶ ns∶ Kep.Bangka
Bel∶ tung Gedung KantoF Gubernur Lt.Ⅱ l JI。 Pulau Bangka KeIurahan``ir Itam
KepaIa Dinas PembeFdayaan Perempu。 n, Per丨 indungan Anak, κependudukan
Pencatatan sipi|dan PengendaⅡ an Penduduk KeIuarga Berencana daIarn ha丨 ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan sip∶ 1 dan PengendaⅡ an Penduduk KeIuarga
Berencana yang se【 aIrl1iutnya doebut PIHAκ PE「rAⅢ A。

H.Ⅲ aⅡwan,sⅡAg
KOmp|ek  Pe「 kantoran  Pemer∶ntah  Prov∶ nsi  Kepu∶auan  Bangka  Bθ Ⅱtumg
PangkaIpinang
κepaIa D∶nas Kehutanan Prov∶ ns: KepuIauan Bangka BeⅡ tung daIam haI ∶ni
beftindak untuk dan atas nama D∶ nas Kehutanan provins: KepuIauan Bangka
Bel∶ tung,yang seIa叫 utnya d∶ sebut PIH焦κ KEDu^.

△



PERT^Ⅲ A dan P∶ HAκ KEDuA yang$ela叫 utnya secara bersama￡ama doebut PARA PIHAκ ,
terleb∶ h dahulu menerangkan sebaga∶ ber∶ kut:

丘. bahwa P:HAκ  PER叮 AlⅡA adaIah unsur peIaksana Pemerintah Provin$∶  κepuIauan Bangka

BeⅡtunε di bidang kependudukan dan pencatatan s∶ p∶ l yang be吨anggung jawab kepada

GubernuF Kepulauan Bangka Bel∶ tungyang berwenang dan berkew刽 iban rneIayani pemanfaatan

Nomor lnduk κependudukan(NIκ h Data κependudukan dan K丁 P eIektronik kepada丨embaga
pengg山na,ya∶tu Organisas∶ PeFangkat Daerah Provinsi κepuIauan Bangka BeⅢtung;

2。  ba扪 Wa矛 PlH^κ κEDUA adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kepu丨auan Bangka BeⅡ tung yang

merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi κepu|auan Bangka Be‖tung;

Dengan memperha刂 kan ketentuan peraturan perundang-undanε an sebagai beHku仑

土。   undangˉ undang NOmor 23 Tahun 2006 tentanε  Adn1inistrasi Kependudukan (Lernbaran
Negara RepubⅡ k∶ ndones∶a Tahun2006NOmo「 ±24,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
丨ndones;a NOmor4674),sebaε aImana teIah diubah dengan Undanε Ūndang NOmor24Tahun
20±3(Lembaran Ⅱegara RepubⅡ k Indonesia Tahun20⊥ 3Nomor232,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡk Indonesia NOmor5475);

2。   Vndang~undang NOmor生土Tahun2008temtang InfoFrnas:dan丁 ransaksi Elektronik(Lembaran

Negara RepLIbⅡ k Indonesia tahun 2008NOmor58氵 Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k

∶ndones:a Nomor4843),sebaε aiFnana teIah d∶ ubah dengan undangˉ Undang NOmor生 9Tahun
20±6(Lembaran Negara RepubIikIndonesia Tahun20丘 6NOmor25⊥,Tambahan Lembaran
Negara Republik丨 ndonesia NOmor5952);

3.   PeratuFan Pemer∶ ntah NOmor37Tahun2007tentang PeIaksanaan Undangˉ Undang NOm° r23
丁ahun2006tentang Adrninistra△ κependudukan(Lembaran NegaFa RepubⅡ klndonesla Tahun

2007NOmor80,Tambahan Lembaran Negara Repub∶ ik lndone虫 a Nomor4736)sebagairnana

teIah d∶ ubah dengan Peraturan PemeⅡntah NOmor 土o2 丁ahun 20±2 (Lernbaran NegaFa
RepubIik lndones∶a Tahun20±2Nomor265,丁ambahan Lembaran NegaFa RepubIik Indonesia
Nomor5373λ

4.   Peraturan Pemerintah NOmor82Tahun20⊥ 2tentang Penyelenggaraan s∶ stern dan Transaksi

Elektronik (Lembaran NegaFa RepubⅡ k Indonesia Tahun 20虫 2 Nomor ±89, Tambahan
Lembaran Negara Republ∶ k lndones∶ a NOmor5348h

5.   Peraturan Pfesiden Nomor26Tahun2009tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor ∶nduk Kependudukan secara Naslonal, sebaga∶ rnana teIah diubah beberapa kaⅡ ,

teFakhjr dengan Peratumn Pres∶ den NOmor⊥工2Tahun 20±3(Lembaran Negara RepubⅡ k

Indonesia Tahun20⊥ 3NOmor257);

6.   Peraturan MenteⅡ  DaIam NegeH N°mor虫o2丁ahun20生9tentang PembeHan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data κependudukan.

Berdasarkan ha卜 haIsebaga∶ rnana teFsebut d∶ atas,dengan ini P^RA PIH^κ  sepakat untuk rnembuat

Pe刂anjian Ke刂 asama tentang Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan dan Data κependudukon

dengan ketentuan sebaε aI berikut:



PasaI⊥

MAKsUD DAN TVJUAN

Maksud dan⒈犭uan Pe刂 anJ!an Ke刂 asama:n:adaIah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA
PlHAK daIarn pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan NOmorInduk κependudukan。

Pasa12
RVANG LINGKUP

RuangI加 gkup Pe刂 anjian Ke刂 asama ini me丨 iputi:

Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan,
Pemanfaatan Data Kependudukan.

PasaI3
κEWAJIBAN pARA PIHAκ

(土) PⅡAκ PERTAM^mempunyai kew刽 iban:

a。  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:

土。 memfasⅡ itasi pembe西 an Nomor Induk Kependudukan kepada PIH^κ  κEDUA dan
memberitanda pada NOmorInduk Kependudukan yangsudah d刂arnin ketungεalannya;
dan

2. membe四 kan birnblngan tekn∶ s dan pendamp∶ ngan teknis tentang irnpIementasi
kewa刂:ban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan NomorInduk Kependudukan daIam
丨ayanan Pl"^K κEDVA atas biaya PIHAK κED△A。

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

△.  memfasⅡ kasi pembeHan hak akses secara terbatas kepada P∶ HAK κEDuA sesuaI
dengan kebutuhan,yang dik刽 i oleh丁;Fn Tekn∶s dari PARA PIHAκ  untuk FTlendapatkan
perset:刂uan PIHAK PERtAMA atas nama Gubernur KepuIauan Bangka BeⅡ tung;

2Ⅱ  menyed;akan jaringan komunikasi data dari PIHAκ  PERtAMA kepada PIHAκ  κEDuA
untuk⊥ (satu)tⅡ ik atas biaya PIHAκ κEDUA;

3.  memfasⅡ itasi pembeⅡan biFnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang
irnplementasi pemanfaatan Data κependudukan OIeh PlHAκ  PERtAMA kepada PIHAκ
KεDUA;dan

4·  me叫 aga kerahasiaan,keutuhan,dan kebenaran data yang diperoIeh dan diakses dari
PIHAK KE0uA waIaupunjangka waktu Pe刂 a叫 ian κe刂asama initeIah berakhir.

(2) PIHAκ κEDuA mempunyaikew刨 :ban:

a。  Pθmanfaatan NOmorInduk Kependudukan∶

土。  mencantumkan Nomor Induk κependudukan yang sudah duafn;n ketunggalannya
dalan,setiap layanan yang d"erbitkan PlHAκ κEDuA daIam memberikan pelayanan
kepada publ∶k;dan

2. menyed∶akan perangkat dan tenaga tekn∶ s serta anggaran untuk pelaksanaan
birnbingan teknis dan pendampinε an teknis guna ke丨 ancaran impIementasi kew1:l∶liban



PlHAκ KEDVA untuk mencantumkan Nomor Induk κependudukan daIarn Iayanan
PlHAκ κEDUA.

Pemanfaatan Data κependudukan:

土.  me叫anlin keraha$iaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAκ
PERTAMA WaIaupunJangka waktu Pe刂 anJIan Ke刂 asama initeIah berakhir;

2.  menyed:akan  peranεkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

串· menu丬uk secara tertuI灬 土 (satu)° rang p丬abat tetap di PlHAκ κEDuA sebagai
pengelo丨 a hak akses yang d∶ berikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAκ
KEDuA;

4。  menyampaikan secara  tertuIis  usu!an  namaˉ nama  petugas
kependudukθn daH pegawai tetap PIHAK KEDuA kepada PIHAκ
pengeI° Ia hak akses;

5.  menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi
PERtAMA kepada PlHAK KEDUA untuk⊥ (satu)titik;

6‘  menyiapkan dukungan anggaran untukjaFinε an k0munikasi data koneks:tas dari titik
penerimaan hak akses dari PlHAκ PERtAMA ke titikˉ t∶tik丨 ainnya di Ⅱngkungan PIHAκ
κEDUA sesuai kebutuhan;

7.  menyediakan anggaran untuk peIaksanaan bi了 nbingan teknis dan pendamp∶ ngan
teknis tentang lrnp丨 ementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dike丨 ola oleh p:HAK κEDuA yang sudah dⅡ engkapI dam dibersihkan
oleh PIHAκ  PERTAMA;dan

8.  memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk rnenaⅡ k data
yang di:η

"iki PIHAK KEDuA guna melengkapi database kependudukan rnⅡ
ik PIHAκ

PERTAMA‘

Pasa14
HAκ PARA PIHAκ

(丘) PIHAK PERTAMA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan NomorInduk κependudukan:

Mengawas1peIaksanaan kewa刂 iban PIHAh κEDVA untuk【 nencantumkan NOmor Induk
Kependudukan daIam丨 ayanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA。

b。  Pemanfaatan Data κependudukan:

⊥.  memberikan perset1刂 uan terhadap usuIan PIHAK κEDUA tentang penge丨 °Ia hak akses
dan petugas penε guna data kependudukan;

2.  mengaWasi peIaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;dan

3.  mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK κEDVA untuk pengkinian data
.          yang dirnⅡ :ki o|eh PIHAκ κEDUA guna melengkapi data0ase kependudukan secara

nasiona丨 。

pengguna data
PER丁AMA melalui

data dari PIHAκ

4



(⊥
)

(2)

(3)

PlHAκ KEDUA mempunyaihak∶

a.  Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan:

△. mendapatkan N° morlnduk κependudukan yang te∶ ah d刂aFnin ketunggalannya untuk
seluruh penggunaan layanan yang d:seIenggarakan oIeh PlHAK κEDUn哼 dan

2‘  mendapatkan b∶ rnbingan tekn∶s dam pendampingan teknis tentang ∶rnp∶ementas∶
kewaj∶ ban P∶HAκ κEDu^untuk【ηencantumkan NOmoF Induk κependudukan yanε
telah d刂am∶ n ketunggaIannya dalam layanan yang d⒒ erb比kan PIH^K KEDuA

b. 孑Pemanfaatan Data κependudukan:

土Ⅱ mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesua∶  kebutuhan
dengan perse⒈刂uan terlebih dahuIu daⅡ PlHAκ PERtna引‰dan
2. mendapatkan birnb:ngan tekn∶ s dan pendamρingan tekn;s tentang iFη pIementas∶
penggunaan hak akses Data κependudukan.

PasaI5
EvALuAsI DAm PE△

^POR^Ⅱ
PIHAκ  κ

=Du^ berkewa刂
iban rnembuat Iaporan berkala pemanfaatan Nomor lnduk

κependudukan dan Data Kependudukan persemeste△ bulan Jun∶ untuksemester pertama dan
buIan Desember untuk se仃 iester kedua kepada P1HAκ  PE「rAmA dengan tembusan Direktur
Jendera丨 κependudukan dan Pencatatan sIpiI dan Gubernur.

PIHAK PεRtAⅢA meIakukan eva丨 uasi pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan Data
Kependudukan seCara berkaIa atas Iaporan PIH^κ  KEDu^sebagai了 nana dirnaksud pada ayat
(土
)。

PlHJ【l11I〈【PERt舳 A dapat Fne丨 akukan eValuasi pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan
Data Kependudukan sewaktu-waktu.

(4)  HasⅡ evaluasi sebagairnana diFnaksud pada ayat(2)d;丨 apoFkan kepada Gubernur dengan
tembusan MenteⅡ  Dalam Negeo me:aIui DirektLor JendeFal Kependudukan dan Pencatatan
s∶ pil。

PasaI6
JAmGKA wA盯刂

Pe刂anjian KerJasama ini mulal berIaku s钊 ak ditandatangan∶ nya Pe刂 anj∶ an Ke刂 asamain∶ oIeh P^RA
PIHAκ sampa∶ dengan tan茁 a丨 5Maret2025dan dapat diperpa刂 ang atas perset刂 uan PAR^P∶ H^κ。

Pasa∶ 7
κE^DAA"Ⅲ E田A【s^fFOmE mnJ=uno

ApabⅡa te刂adi haI-haI d丨 丨uar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa,dapatdi【 akukan
perubahan pe丨 aksanaan Pe刂 anjian κe刂asama atas perset刂 uan PARA PlHAK。
κeadaan memaksa sebagaiFnana dirnaksud pada ayat(战 .ada丨 ah adanya keb刂 akan pemeⅡ ntah
yang mengakibatkan tidak dapat dⅡ a叫 utkannya peIaksanaan Pe刂 a冖jian Ke刂 asama ∶ni dan
a卩abⅡa te刂adi hal-hal d∶ Iuar kekuasaan PARA PlH1田 △

±
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Pasa丨 8
BERAKHIRNΥ A PERJANJIAN κERJAsAMA

Pe刂 anjian Ke刂 asama berakhir apabⅡ a∶

a。  Jangka waktu Pe刂 anJIan Ke刂 asama telah seIesaI;atau

b。  atas kesepakatan PARA PIHAK untuk rnengakhiri ke刂 asama sebeIum jangka、″aktu Pe刂anJan
Ke刂a9amF berakhir.

Pasa19
PENΥELEsAIAN PERsELIsIHAN

(土) Apab"a dikemudian har|tirnbul perrnasaIahan daIam perbedaan penafs∶ ran dan peIaksanaan
Pe刂anJan Ke刂 asama ini antara PARA PIHAκ  akan dise丨esaikan secara musyawarah untuk
mufakatⅡ

(2) Dalarn hal musyawarah dan Fη ufakat s0bagairnana dirnaksud pada ayat(生 )tidak tercapai,rnaka
akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangˉ undangan.

PasaI工o
LAIN-LAIN

Dalan1ha丨 dipe"ukan adanya penambahan atau pengurangan rnateri Pe刂 anjian Ke刂 asama ini,
maka dapat dⅡ akukan perubahan atas persetuJuan PARA PlHAκ 。

Perubahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (⊥) dkuangkan dalarn ^ddendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe刂 anJan Ke刂 asama in∶ 。

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasionaI daIam peIaksanaan Pe刂 anjian
Ke刂asama∶ni akan disusun daIarn standard operasionaI dan Prosedur(soP).

PasaI土上

PENuTuP

DernikianPe刂anjian κe刂asama ini dibuat dalann rangkap2(dua),masingˉ rnasinε  dibubuhi rnaterai
cukup dan rnempunyai kekuatan hukurn yang sama setelah ditandatangani PARA PlHAK.

(△
)

(2)

(3)
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